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ABSTRAK

UNODC, considers the drug problem as a serious problem, this seriousness is stated in the United Nations Convention
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic 1988 (convention on the illicit trafficking of narcotics 1988).
Problem formulation 1) How to Regulate Narcotics Circulation According to the Convention Against Illicit Traffic In
Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 ? 2) How is the Implementation of UNODC Cooperation in Combating
Narcotics in Indonesia? . The research method is normative with secondary data sources. Data collection techniques use
literature studies and analyzed qualitatively. Conclusion. 1). In the Convention on Illicit Traffic in Narcotics 1988 has a
scope for the purpose of cooperation between the parties under this convention in particular cooperation on confiscation,
extradition and mutual legal assistance agreements. 2) UNODC cooperation in overcoming drug trafficking in Indonesia,
namely carrying out the mandate from the United Nations in preventing all forms of transnational crime, as a supervisor in
conventions, treaties and protocols that have been set by the United Nations so that they can be implemented by the state.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai pintu  masuk jaringan
internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk
pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa
tempat di wilayah Indonesia hal ini dapat memicu adanya
kejahatan lintas negara.

Badan dunia seperti PBB melalui United Nations Office
on Drugs and Crime (UNODC) merupakan lembaga
dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan
masalah perdagangan dan penggunaan illegal narkotika dan
kejahatan Transnasional lainnya. program yang diberikan
UNODC untuk Indonesia yaitu Indonesia Country
Programmer ™

Pemerintah Indonesia turut menyetujui Convention
Agains Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances, 1988 ( Selanjutnya Konvensi Tentang
Peredaran Gelap Narkotika 1988 ) [2]

Penegakan hukum pidana terhadap narkotika dan
psikotropika transnasional dan internasional, diluar batas
teritorial sangat berbeda dengan yang terjadi didalam
wilayah teritorial Indonesia, karena terkandung aspek
hukum pidana nasional dan internasional

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Peredaran Narkotika
Menurut Konvensi PBB 1988 Dan Peraturan
Perundangan Nasional ?

2. Bagaimana Kajian Yuridis Kerjasama UNODC
Indonesia Dalam  Memberantas  Peredaran
Gelap Narkotika Ditinjau Dari Konvensi PBB
1988 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Peredaran
Narkotika Menurut Konvensi PBB 1988 Dan
Peraturan Perundangan Nasional

2. Untuk Mengetahui Kajian Yuridis Kerjasama
UNODC Indonesia Dalam  Memberantas
Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau Dari
Konvensi PBB 1988

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini
adalah Yuridis Normatif. Sumber data pada penelitian ini
menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (Library
Research). Serta, data dianalisis secara kualitatif
HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut United
Nations Agains Illicit Traffic In Narcotic Drugs And
Psychotropic Substances 1988

Konvensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama
internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek
peredaran gelap narkotika Negara terkait peredaran gelap
narkotika dan psiktropika harus mengambil tindakan
yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan
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tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) Konvensi baik terhadap kejahatan yang dilakukan di
wilayah, di atas kapal ataupun pada pesawat udara. ©!

Negara yang terlibat kejahatan ini dapat merampas
narkotika, bahan — bahan, peralatan dan obat — obatan
merupakan hasil tindak kejahatan ini yang dituangkan
dalam Pasal 3 Ayat (1) dari konvensi ini.

Dalam Pasal 17 ayat 2 ditetapkan bahwa apabila
negara yang memiliki alasan untuk mencurigai bahwa suatu
kapal berbendera atau tidak terlihat dalam peredaaran gelap
narkotika, maka negara tersebut dapat meminta bantuan
terhadap negara lain. Bantuan dari hukum timbal balik
dapat diminta untuk keperluan seperti :Mengambil alat
bukti, Memberikan suatu pelayanan seperti dokumen
hukum, Melakukan penggeledahan serta  penyitaan;
Memeriksa benda — benda yang ada lokasi;

2) IMPLEMENTASI
DALAMMEMBERANTAS
INDONESIA

UNODC membantu Indonesia melalui Indonesia
Country Program tentang perdagangan obat terlarang
bertujuan untuk memberikan respons yang efektif terhadap
kasus kejahatan transnasional dengan memfasilitasi dan
implementasi pada tingkat normatif dan operasional dari
konvensi PBB .

Peranan UNODC untuk menangani perdagangan
narkotika degan cara memberikan bantuan hukum terhadap
Indonesia yaitu ratifikasi dan implementasi perjanjian
hukum internasioanl dan konvensi hingga memberikan
pengembangan hukum nasional yang berkaitan dengan
perdagangan gelap narkotika

UNODC memberi dukungan terhadap pemerintah
Indonesia mencakup tiga sektor programme oversight
and implementation, yaitu Technical Assiastance and
Advise, Monitoring and Reporting, Financing !
SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Konvensi Tentang Peredaran Gelap
Narkotika 1988 memiliki ruang lingkup untuk tujuan
kerjasama antara pihak berdasarkan konvensi ini
khususnya kerjasama terhadap penyitaan, ekstradisi dan
perjanjian bantuan hukum timbal balik

Kerjasama UNODC dengan Indonesia dalam
menanggulangi permasalahan peredaran gelap dan
Pengaturan hukum UNODC dalam penanggulangan
perdagangan narkoba yaitu diatur di dalam Konvensi
Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 Dimana
seluruh hasil dari konvensi tersebut menjadi menjadi
landasan hukum terbentuknya UNODC dalam
memerangi narkoba dengan kedudukannya sebagai suatu
organisasi internasional

Melalui adanya pengaturan hukum Internasional
dengan  hukum  Nasional Indonesia  dalam
menanggulangi perdagangan narkoba , diharapkan agar

KERJASAMA  UNODC
NARKOTIKA Dl

Indonesia dapat lebih baik lagi menyesuaikan hukum-
hukumnya dengan hukum Internasional tanpa
mengesampingkan nilai-nilai hukum yang ada di
Indonesia serta ketentuan-ketentuan hukum nasional
Indonesia.
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